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KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL
PELAYANAN TEREPADU DAN PERINDUSTRIAN
NOMOR 25/KEP/DPMPTP/2018

TENTANG

PETUGAS PENANGANAN LAYANAN PENGADUAN MASYARAKAT
PADA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL PELAYANAN TERPADU DAN PERINDUSTRIAN
KABUPATEN PADANG PARIAMAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mempercepat, mempermudah, keterbukaan dan
mendapatkan informasi penyelesaian atas pengaduan serta proses
penanganan layanan pengaduan masyarakat perlu ditunjuk petugas
layanan pengaduan masyarakat;

b. bahwa penunjukan petugas penanganan layanan pengaduan masyarakat
perlu agar masyarakat dapat cepat mendapatkan informasi proses layanan
pengaduan yang transparan dan akuntabel,;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b diatas perlu
menetapkan keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman tentang Petugas
Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah
Otonom Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Tengah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 25);

2. Undang-Undang Nomor 49 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten
Kepulauan Mentawai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 177, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3898);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota
Pariaman Di Propinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4187);

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2007 Nomor 67 tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112,
TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun
2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5679);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan
dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

9. Peraturan Menteri ..............
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Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2008 tentang Pedoman
Organisasi Tata Kerja Unit Pelayanan Terpadu di Daerah;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2016 tentang Pedoman
Nomenklatur Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi dan Kabupaten/Kota;

Keputusan Menteri Pendayagunaan = Aparatur Negara Nomor
KEP/25/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks
Kepuasan Masyarakat Unit Pelaksana Instansi Pemerintah;

Keputusan Menteri Pendayagunaan = Aparatur Negara Nomor
KEP/118/M.PAN/2004 tentang Pedoman Umum Pengaduan Masyarakat;

Peraturan Daerah Kabupaten Padang Pariaman Nomor 10 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;

Peraturan Bupati Padang Pariaman Nomor 04 Tahun 2017 tentang
Pelimpahan Kewenangan Dibidang Perizinan Dan Non Perizinan Kepada
Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang
Penanaman Modal;

Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan
Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman Nomor 03/KEP/DPMPTP/2018
tentang Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten
Padang Pariaman.

MEMUTUSKAN ;

Petugas Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat pada Dinas
Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang
Pariaman yaitu Saudara AFRIZALDI, SE. Nip. 19740407 200604 1 003 Kasi.
Data dan Informasi Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu dan
Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman;

Petugas dimaksud pada Diktum KESATU berkewajiban antara lain;

a. Mengecek website, sms center, e-mail, kotak pengaduan setiap hari dan
sewaktu-waktu jikalau pengaduan disampaikan melului media;

b. Menerima dan mencatat pengaduan yang disampaikan dilengkapi
dengan lampiran pendukungnya dan memberikan tanda terima
pengaduan kepada pelapor;

c. Menyampaikan pengaduan masyarakat secara lisan dan tulisan kepada
Tim Penanganan Layanan Pengaduan Masyarakat untuk diverifikasi,
klarifikasi dan ditindak lanjuti untuk proses selanjutnya;

d. Menyampaikan hasil tindak lanjut dan klarifikasi pengaduan kepada
pelapor.

Dengan berlakunya Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan
Terpadu dan Perindustrian ini, maka Keputusan Kepala Dinas Penanaman
Modal Pelayanan Terpadu dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman
Nomor 04/KEP/DPMPTP/2018 tentang Petugas Penanganan Layanan
Pengaduan Masyarakat pada Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu
dan Perindustrian Kabupaten Padang Pariaman dicabut dan dinyatakan
tidak berlaku lagi;

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di =~ Pariaman
pada tanggal 26 Maret 2018

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL

Tembusan disampaikan kepada Yth :
Sdr. Inspektur Kabupaten Padang Pariaman
Sdr. Kabag Organisasi dan RB Sekretariat Daerah Kabupaten Padang Pariaman.
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